SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T

Menimbang :

Mengingat :

WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALI KOTA SEMARANG,

bahwa dalam rangka memenuhi standart akreditasi
pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota
Semarang sebagaimana yang diamanatkan dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar
Akreditasi Rumah Sakit, maka Peraturan Wali Kota
Semarang Nomor 7 tahun 2019 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Semarang nomor 7 tahun 2019 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) perlu
ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali
Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit
Daerah K.R.M.T.Wongsonegoro Kota Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan
di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat Il Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat [IJawa Tengah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 416);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2020
tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1289);

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 123 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.
Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 Nomor 123);

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 tahun 2019
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By
Laws) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Semarang Nomor 82 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang nomor 7
Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2019 Nomor 83);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN
2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T
WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 82 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7
Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital
By Laws) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor
83), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10A
Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab:

a. menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara
periodik dan memastikan bahwa masyarakat
mengetahui misi rumah sakit;

b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional
rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya
rumah sakit sehari-hari;

c. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan
profesional kesehatan dan dalam penelitian serta
mengawasi mutu dari program-program tersebut;

d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana
operasional dan sumber daya lain yang diperlukan
untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi
serta rencana strategis rumah sakit;

e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan
menggunakan proses dan kriteria yang telah
ditetapkan;

f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan
pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu
dan keselamatan pasien;



g.

melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan
program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
(PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan
umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan
hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan
berikutnya secara tertulis; dan

melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko
setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan
balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan
hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan
berikutnya secara tertulis.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang terdiri dari:

a.
b.

o
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Direktur;
Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis; dan

2. Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan dan
Penunjang Non Medis;

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:

1. Bagian Umum, dibentuk Sub Bagian Tata Usaha
dan Rumah Tangga;

2. Bagian Keuangan, dibentuk Sub Bagian Akuntansi,
Penyusunan Anggaran Barang Milik Daerah; dan

3. Bagian Perencanaan dan Informasi, dibentuk Sub
Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

Komite Medik;

Komite Keperawatan;

Komite Tenaga Kesehatan Lain;
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
Satuan Pemeriksa Internal;

Komite PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan
Pasien);

Komite PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi);
Instalasi;

Kelompok Jabatan Fungsional;

Staf Medis Fungsional; dan

Komite Etik Penelitian.



3. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal
yaitu Pasal 21A, sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21A
Direktur bertanggung jawab:
a. mematuhi perundang-undangan yang berlaku,;

b. menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah
ditetapkan;

c. menetapkan kebijakan rumah sakit;

d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan
pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;

e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia,
keuangan dan sumber daya lainnya;

f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana
strategis, dan anggaran kepada Representatif
pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan
persetujuan;

g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit
yaitu perbaikan yang akan berdampak
luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan
pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah
sakit;

h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan
keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan
laporan semua insiden keselamatan pasien secara
berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi
pemilik/Dewan Pengawas; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen
risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas
setiap 6 (enam) bulan.

4. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

(1) Komite Etik Penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 huruf n merupakan komite yang memiliki
fungsi pengkajian secara etik, penelitian bidang
kesehatan dan kedokteran terutama penelitian dengan
subyek penelitian manusia untuk menjaga martabat,
hak, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang
terlibat dalam penelitian.



(2) Dalam menunjang fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. menyusun pedoman etik penelitian kesehatan;

b. bertugas menelaah protokol penelitian untuk
diberikan persetujuan etik (ethical approval); dan

c. melakukan kajian dan evaluasi terhadap seluruh
penelitian yang dilakukan di rumah sakit paling
lambat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,
td
ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 56
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001
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